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Abstrak
Peraturan Daerah responsif dibentuk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan

nursyarakat. Oleh karena itu diffirkan partisipasi nmsyarakat dalarn pembentukan

peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membcrikan keleluasaan kepada

dmrah untuk mengatur dan {$gurus sendiri pemerintahan sesuai kepentingan

nusyarakat setempar ternasuk salah satunya adalah membentuk Peraturan Daerah.

Dengan demikian pembentukan Peruuran Daemh untuk mengatiui permasalahan yang

timbul dalam masyarakat dan dapat menrnuhi kebutuhan masyarakat. Dalam
penyelengganaan pemerintahan Daerah harus nrmenuhi prinsi-prinsip .gond goren dnce
yakni transprasi, keterbukaan. akuntabilitas, dan responsif. sehingga dapat terwujud
kepenrerintahan rherdr yang baik.

Keyword: Konsep Peraturan Daerah responsif. kepemerintahan Daerah yang baik

A. PendahuluaE
Negara Indonesia merupakan negara yarg lrrnganut sistem penrrintahar

dernokrasi dimara rakyat memiliki kedaulatan yang diwujudkan dalaru peran serta
masyarakat dalam pernbentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk sesuai
prinsip g,ood got'erntrre. yakni keterbukaan. transparansi. partisipatif. responsif, dan
berkeadilan, hal ini bertujuan untuk nrewujudkan kepemerintahan daerah yang baik.
Masyarakat berhak memberikm masukan secara tertulis diurlatau lesan dalam setiap
tarhapan @bentukan Peraturan Penrndang-undangan sebagaimana diatur dalam dalam
Pasasl 96 ayat ( I ) Urdang Urdang Nonror l3 Tahun ?022 tentang Perubahan kedua atas

Undang Undang Nomor 12 Tahun 20ll tertang Pembentukan Peraturan Perundang-
unangan.

SSonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana
diatur dalam Pasat I ayar ( I ) Urdang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal tersebut melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada azas
desentralisasi. Asas inilah yang kemudian melandasi makna otonomi. dengan
suhstansi penyeler@uaan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pasal ltt
Undang Unddang Darar Negara Rcpublik ln&roesia Tahun 1945 sebagai lardasan
untuk menyelenggarakan otontxni daerah dengan memberikan kewenangan yang luas.
Atas dasar tersebut. maka dalam perkembangan masyarakat yurg semakin kritis dan
dewasa secara politis. penyelenggaraan otonomi daerah t$rebut senrakin responsif
terhadap perubahan masyarakat. Oleh sebab itu otonomi daerah lebih menekankan
pada prinsip-prinsip demokrasi. peran sefia masyarakat. pemerataar dan keadilan.
$erta mempertratikan potensi dan keanekaragannn daerah.

Di era olonnmi daeralr yang berbasis pada &sentralisasi yang luas. nrata. dan
bertanggunglawab (stttutskundige ilecentralituiion) saat ini. urgensi untuk
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nrelenrbagakan suatu pembentukan Perda yang baik {gxxl legislation) kian

rnenemukan kebutuhan ialtualnya. Oleh karena itu membentuk Perda yang respnnsif

merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggaraltan

kepenrerintahan daerah yang baik lgrnd ktceil gttvernurce). Penyelenggaraan guxl
kxrtl govemtrr(? memerlukan peran serta masyarakat secara kerrluruhan agar upaya

pembangunm daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk rnembentuk

Pe.aruran Daerah responsif akan dapat tercapai apabila dilalisanakan melalui tahapan

perencanaan yang baik. proses pengharmffiisasian secara teliti dan cermat. dan

pelibatan masyarfikat untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang

diinginkannya.
Lahirnya sebuah Perda harus mengardung sebuah rcgulasi yang dapat ditaati

oleh masyarakatnya. dan untuk menunjang hal ini nuka sangat p€rlu rnenlahami

keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka

waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filoxrtisnya harus jelas kemana

masvarakat akan dibawa. Agar keberlakuannya Peraturan Daerah dapat diterima
oleh masyarakat. maka selayaknya para perancang nremperhatikan landasan

tilosofffi yuridis. dan sosiologis.
Fardsipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nrrupakan wujud

penyelenegaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip good governunff.
diantaranya: keterlibaran masyarakat, akuntabilitas. dan transparansi (Sant<lso 2fi)l).
Menurut Satjipto Rahardo. transparansi dan partisipasi masyarakat dalarn

pembentukan hukum {peraturan daerah) adalah untuk menjaga netralitas, netralitas di
sini berarti persafilaan. keadilan. dan pedindungan bagi seluruh pihak tertutama

masyarakat dan menjadi sumber intormasi yang berguna sekaligus merupakan

komitmen sistem demokrasi.( Hamidi 2fi)tt).
Partisipasi masy:uakat dalam pembentukan Peraturan Daerah saat ini belum

dinuknai secara substantif oleh pembcntuk peraturan perundang-undangan dan yang

terjadi partisiprsi bersitat formalitas (.firnwl porticipation). Partisipasi secara

fomtalitas tentu kurang nrengakomodir kepentingan masyarakat dan jauh dari nilai-
nilai keadilan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah ktrnsep Peraturan Daerah

responsif sebagai solusi untuk mengatasi permasalalran yang timbul dalam masyarakat
terSi denSan penrbentukan Peraturan Daerah.

B. Metodt Penelidan: dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
normatif.

C.Pembahasan A
Peraturan Daerah nrrupakan salah satu pruduk hukum daerah yang dibentuk

fe*r Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersamSpala Drerah
dalam rangka penyelenggaraan donnrni drerah dan tugas pembantuan. Otonomi &erah
adalah hak, kewajiban dan wewenang dacrah otoilom untuk mengatur dan nrcngurus
sendiri urusiul pemerintahan se;uai dengan kepemingan masyarakat. Oleh karena itu
pembentukan Peraturan Daerah harus menrcnuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat
lietempat. Adapun konsep pembentukan Peraturan Daerah Responsif untuk mewujudkan
kepernerintahan daerefi yang baik dapat diuraikan sebagai berikut:

l. Mengedepatrkan Prinsip Meaningful Farticipation
Pembentukan Peraturan Daerah responsif harus dibuat dengan prinsip

partisipasi bermakna (meaningfitl punic'ipettion). Artinya partisipasi tidak hanya
sekedar memfasilitasi agar suara-suara masyarakat didengar (right to he heurd).
tetapi juga agar kepentingan-kepentingan yang disuarakan oleh rnasyarakat perlu
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clipertimbangkan {rzrr.srr/cnm!iln). Apabila suara-suara masyarakat tid.rli bisa

diterima atau tidak bisa dipertimbangkan sebagai materi nlasukan. maka harus

dijetaskan lE.rpluineel) ke publik. sehingga masyarakat bisa rnengerti dan

ntemahaminya. Dengan demikian produk hukum Peraturan Daerah substansinya

benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan menghasilkan Peraturan Daerah yang

responsif" Penerapan meaningful purticilxttion terhadap hak untuk didengar. hak

untuk dipertin,bangkan. dan hali untuk dijelaskan, selengkapnya dapat diuraikan
sebagai berikut;
a. Hak untuk didengar (right rc be heu'd)'. mulai perencanaan prog5am harus

nrendengarkan suara ntas""*ar:rliat nrelalui penjaringffi informasi dengan

nreminta masukan rnasyarakat rebagai hhan materi Program Pembentukan
Peraturan Daerah (Pmpernperda). Penyusunan Rancangan Peraturan Drerah
harus nlengetahui kebutuhan masyarakat nrelalui kunjungan lapangan.
pembicaraan bersama nurs yarakat. dan konsu I ta.s i pu bl ik.

b. Hak untuk dipertimbangkan (rrorr.rrderention|. dalam pentbthasan mncongan
Peraluran Daerah harus nnmpertin.bangkan sernua masukm dari masyarakat

nrelalui Public Heurin.g (dengan pendapat). Dalam Public Heuring harus

rrrlibatkan masyarakat dengan prinsip mengedepankan kepentingan
masyarakat.

c. Hak untuk dijelnskan {Explained): ketika pembahasan. masyankat turus
diberikan penjelasan nrengenai rnateri yang akan dibahas, kemudian terhndap
masukan yang tidak dapat dipenimbangkan juga harus diberikan penjelasan.

2. Memenuhi Asas Formil dan Materiel Dalam Pembentukan Peraturan
Peru$ng-undangan.

Asas-a.sas pembentukan kraluran Pe@dang-undangan merupalian suatu
pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembexukan P@an Pentndang-
undangan yang baik. Menurut Philipus M. Hadjon. t'ungsi asas-asas pembentukan
Peraturan Perundang-urdangan yang haik adalah sebagai dasar pengujian dalam
pembentukan aturan hokum (uji formalt maupurlflbagai dasar pengujian terhadap
aturan hukum yang berl:rliu luji materiell lHadjon nd.).

Undang Undang Nomor 12 Tahun X)l I tentang Pembentukan Peraturan
Perunng-undangan. Pasal 5 dan 6 ayat (l) mengaturasas formil dan materiel dalaun

pembentukan peraturun perundang-undangan. Kemudian Menurut l.C. van der Vlies
dalam bukunya yang berjudul "Het x'etshegrip en hegimelerr van behtrtrliike
reyylgeving", seperti yang dikutip oleh Maria Fhrida lndrati dalam bukunya
mernbagi asas-asils dalam pembentukan peraturan negara yang baik ke dalarrr

asas-asas yiurg tbrnral dan nraterial (lndrnti A[7). Diatara salah satu asas formil dan
nrateriel terdapat .@ yang penting terkait dengan pernbentukan Peraturan Daerah
resp'onsif adalah " asas dryat dilatsanakan" (het beginsel tun uitt\terbearheid) dan
"Asas dapat dikenali"'(Irt beginsel vtn dc kenhuarheid). "Asas dapat dilaksanakan"
mengadung arli bahwa setiap pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan perlu
memperhitungkan efektifitas pcraturiln pcrundang-undangan tersebut dalam
masyarakat, baik secara filosotis, luridis maupun sosiologis. Sedangkan "asas dapat
dikenali" rnengandung arti bahrva Peraturan Daerah isinya harus digali dari nilai-nilai

6tS hidun dalam masyarakat sesuai tradisi dan budaya masyarakat-

3. Harrc murperhsikan Nilai- nilai yug hidup Dalam Msyrakat.
Pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah harus

memperhatikan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukunr
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dibuat dalarn ranQl untuk nremenuhi kebutuhan masyarakat sehingga substflnsinya
hanrs digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat auu harus sesuai dengan
hukurn yang hidup dalam masyarakat (I/re, living lun'). Oleh karena itu landasan
sosiolngis menrpakan landasan yang terdiri &rri takta-fakta yang merupakan runtutan
kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pemtruatan perundang-undangan.
yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh nusyarakat sehingga
perlu pengaturan (Hamzah Halim 2009).

Dengan demik!materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan nilai-
nilai lokal (daerah). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasat

l8B ayat (l) Negara nrengaliui dan menghorrnati satuan-saruan pemerinrahan
daerah yang bersitat khusus atau tlersifar istimewa yang diatur dengan undang-
undang. Kernudian Negara juga nrengakui dan menghormati ksatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik lndonesia. Oleh karena itu keberadaan hukum vang berkarakter lokal
(daerah) telah diaftui keberadaan eksistensinya sepanjang sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Materi Muatan Perda Responsif Harus Mencerminkan Nilai Kepastian Hukum
dan Keaditan

Peraturanffiperah merupakrur p,roduk hukum, materi muatannya harus bisa

$ncerminkem nilai kepastian hukum dan keadilan masyaraliat. Kepastian hukum
dan keadilan nrrupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan,
karena kduanya dinilai srebagai sasaran utama yang herdak dica@leh manusia
melalui pelaktanaan hukum. Kepstian dan keadilan meruprkan nilai-nilai dasar
meng@ai apa yang kita kehendaki dari ketreradaan hukum.

Perlu disadari bahwa untd< menciptakan keadilan hukum diperlukan peran
aktif dari trrbagai pihak mulai dari pernbentukan pnduli hukum hingga penegalmn
produk hukum. Walau demikian, bukanlah hal yang mudah untuk rrcnciptakan
keadilan substantif dalam masvarakat lndonesia. Sebagaimana diketahui bersama
bahwa masyarakat lndonesia adalah gabungan bangsa yang plural baik dalarn
suku, agama serta ras. dengan karakteristik kedaerahannya. Hal tersebut tentunya
memunculkan perbedaan konsep dan rasa kesdilan antar masing-masing karakteristik
yang berbeda (Bureni 201-1).

5. Harus dibuat berdasarkan penelitian ilmiah yang benar (Naskah Akedemik)
dan melibatkan Pejabat fungsional perancangan dan/atau tenaga ahli

Naskah Akademik meruprkan rangkaian pemikiran ilmiah yang menguraikan
secara ohr-ektif dan sistenratis alasan-alasiur dibentukya suatu peraturan daerah vang
disertai den-ean dasar-dasar pembentukan yang bersifat t'ilosofis. srx;iologis. dan
yuridis. sehingga keberadaan peraturan daerah dapat bert'ungsi et'ektif sebagai sarana
menciptakan keteniban sosial (social rtnler). mengubah masyarakat (sot'ittl
engineering). ataupun menciptakan keadilan (sociol Juttiet. Hal ini akan sesuai
dengan ungkapan Montesquieu tentang t'ilosofi pembentukan hukum sebagai sarana
untuk menjamin kesejahteraan dan kestabilan (Montesquieu 2007).

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikutertakan
perancalp peraturdn perundang-udangan sena peneliti dan tenaga ahli. Hal ini sesuai
dengan P€raturan Menteri Dalam Nefri Republik lndonesia Nomor Nornor 120
Tahun 20llt tentflng Penrbahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Produk Hukurn Daerah. Pasal 169 ayat (l) dinyatakan bahwa
"Setiap tahapan pembentukan Perda. Perkada dan peraturan DPRD
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mengikut sertakan perancang peraturun perundang-undangan"'. Ayat (2)
dinyatakan bahwa "selain perancang peraturall perundang-undangan
sebagaimana dimaksud ayat (l). tahapan pembentukan Perda. Perkada dan

Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli".
Keberaan Naskah Akademik dan keterlibatan perancang perturan

daerah nerta tenaga ahli. dimaksudkan agar mendapatkan produk hukum
yang berkualitas, metfiJe yang tepat. materi muatan sesuai dengan
dinginkan dan dibutuhkan masyarukat.

6. Harus Dibentuk Melalui Tahapan/ kcedur yang Tepat
Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas. maka pembentukannya

harus dilakukan melalui proses pentahapan yang tegrat yaitu diawali dengan tahapan

perencanaan. Penlusunan. Pembahasan, Penetapan. dan Pengundangan' Tahapan
tersebut harus dilalui guna mendapatkan kepastian hukum dan rnengahsilkan produk
hukum yang berkualitas serta dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun
sebaliknya jika pcmbentukan Peraturan Daerah tidak melalui tahapan yang tepat bisa
jadi berakibat pada penolakan masyarakat dan diajukan judic'iul review pembatalan
Peraturan Daerah ke Malrliamah Agung.

7. Penguatan Pengawasan Preventif dan Represif oleh Pemerintdr Pusat
Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan atas prcduk hukum oleh

pemerintah (tennasuk Gubernur selaku *'akil penrerintah di level daerah) keprda
pemerintah daerah berupa pemberian persetujuan (uppxn'al) atau pemttatalan
(rcrnietigingl ata$rcberapa rarcangan peraturan daerah (Raperda) yang telah
disetujui benirma antara Kepala Drerah d*ngan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
n&mun belum diundangkan atau belum diberlakukan secara resmi sebagai Peraturan
Daerah.

$da level Propinsi. pengawasan Feventif berupa evaluasi terhadap railcangan
Perda Anggaran Pendapatan Belarja Dm@, pajali daerah, dan retribusi daerah serta

tata ntdtg propinsi yang dilakukan oleh penrrintah nrelalui Menleri Dal$ Negeri
selaku pejabat yang berwenang. Cubernur dalam bentuk evaluasi terhadap rarcangan
Peraturan Dasrdh tcntang Anggaran Pendapatan Belanja Derah, pajak dremh, dan

$ihrsi drerah serta tata ruang pada Kabupaten/Kota. sebelum disahkan menjadi
Peraturan Daerah. kngawasan preventif tersebut dimaksudtp agar produk hukum
daerah lPerda) tidak bertentangan dengan kepentinga umum. dan peraturan
perurdang-undangan yang lebih tinggi serta agar sejalan dengan kebijakan penreritah
pusat. karena Peraturan Darah mempakan bagian dari sistem hukur@asional.

Pengawasan represif berupa pengujian dan pembatalan Perahrran Daerah
semula menjadi kewenangan pemf,tah melalui e-recutive r*'iew berdasrrkan
ketentuan Pasal 25 I ayat ( I ) dan ( 2) Undang Undang Nor:or 23 Tdrun 20 14 tentang
Pemerintahan daerah dar Mahpmah Agung melalui judicial retiex,. Pasca putusan
Mahkan$Konstitusi Nonmr 56lpUU-XtV/S16, srcmbdalkan Pasal 251 ayat ( l)
dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penrrintahan daerah.
sehingga pengawasan represif peraturan daerah menjadi satu-satuya kewenangan
Mahkamah Agung.

E. Penguatan Mekanisne Judiciol Review
Peraturan Daerah sebagai instrunrnt hukum, jika dilihat sebagai produk hukum

daerah yang dibuat oleh Lembaga l-egislatif daerah. maka pengujianya harus
diberikan kepada Lembaga Yudikatif sebagai pelalisana kekuasaan kehakiman.
rnelalui nrekanisme .iutlit'iul relierr,. Namun. jika melihat Peraturan Daerah sebagai
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instrument hukunr .vang dibuat oleh pemerintah daerah vang merupakan bagian dari
sistem pemerintalurn nasional. maka pemerintah pusat rirempunyai kewinangan
pefigawasan terhadap peraturar drerah (e.re<:utive reviev.). Dengan demikian
rnekanisnre pengujian dan pembatalan peraturan Daerah menjadi kewenangan
eksekutif dan yudikatif. hal ini meninprlkan keridakpastian hukum. Namun pr-.rca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SelPtrU-XtVi2O 16 yang rnembmalkan'pasal
251 ayat (l ) dan ayat (2) undang undang Nonnr 2-l rahun $14, maka pemerintah
sudah tidak lagi berwenang nrernbatalkan Peraturan Daerah tlan nrenjadi s:itu-satunya
kewenangan lenrbaga yudikatif yakni Mahkamah Agung. d.ngun purusan
Mahkanrah Konstitusi tersebut akan memperkuat pelaksam,an- .iutlit.ial r-errex,oleh
Mahkamah Agung.

Penguatan juelicial rrr,rerr didasarkan pasal 24 uuD Tahun 1945, ayar (2)
mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman dilaktkan oleh sehuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama. lingkungan peradilan-militer.
lingkungan peradilan tata usaha negara. dan oleh sebuah Mahkinrah Konstitusi.
Kemudian Pasal 24A ayar ( I ) merumuskan bahwa Mahkamah Agung ber*,enang
mengadili pada ringkar kasasi. meguji peraruran perundang-undangan di bawah
undang'undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya vang
diberikan oleh urdang-urxlang. Dffiegas lagi Dalam unrJang Nomor l-l rahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Ncxnor 12 Tahun $ll tentang
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan. Pasal 9 avat (2) dinyatalian bahwa
Dalarn hal suatu Peraruran Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga
bertentangan dengan undang-undang. pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Agung.

D.Kedmpulan @
Konsep pembentukan Perda Responsif untuk mewujudkan kepenerintahan daemh

yang traik (good tocal governantel adalah:
l. Pembentukan Perda responsif harus rnengedepankan prinsip Meuningfu! Pttrticipotkttr:
2- Pembentukan Perda Responsif harus memenuhi asas tbrmil dan materiel dalam

pembentukan Peraluran Perund$undangan:
3. Pembentukan Perda Responsif hanrs nrmperhatikan Nilai- nilai yang hidup Dalam

Maryarakat;
4. Materi muatan Perda Responsif harus nrencerminkan nilai kepastian hukum dan

keadilan:
5. Pernbentukan Perda Responsif harus dibuat berdasadian penelitian ilniah vang benar

(Naskah Ahedemik) dan melibatkan Pejabat fungsional perancangan darlatau tenaga
ahli:

6. Pembentukan Perda Responsif harus dibentuk melalui tahapan/prosedur yang tepar:
7. Penguatan pengawtsiut preventif dan represif ole h Penrerintah Pusat:
8. Penguatan mekanisme jadiciul revi*r,.
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